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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j je 
ح Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r er 
ز Zai z zet 
س Sin s es 
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ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ِ ha h ha 
ء hamzah 
, apostrof 
ً ya y ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
ِا kasrah i i 
ُ ا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 َى fatḥah dan yā’ ai a dan i 
َْو ى fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َفَْ  ك : kaifa 
  َلْو ه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 َى… |َ ا… 
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
ā 
a dan garis di 
atas 
ى kasrah dan yā’ i 
i dan garis di 
atas 
وى ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 
atas 
Contoh: 
 َتا  ي: mata 
َي  ي  ر : rama 
ََْمَْ ِق : qila 
ََُتْو ًُ  ٍ : yamutu  
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
ََِلَ  فْط ْلأاَُة  ض  و  ر : raudal al-at fal 
ََُة هِضَا فْناَُة ٍُْ َِد  ً ْن ا : al-madinah al-fadilah 
ة  ً ْكِحْن ا  : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (َّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh:  
ا َُّب  ر: rabbana 
ا َُْ َّج َ: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang tersebut.  
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
َُة ف سْه فْن ا: al-falsafah 
َُد ِلابْن ا: al-biladu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
a. Hamzah di Awal  
َُتْرُِيا : umirtu 
b. Hamzah Tengah 
َ  ٌ ْوُرُْيأ ت : ta’muruna 
c. Hamzah Akhir 
ٌَءٌْ  ش: َ: Syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  
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yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah.  
Contoh: 
َ َّالََّ ٍُ ٍْ ِد Dinullah َ َّالَّ اِب billah 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْىُهَََ َّالََِّة  ً ْح  رَ ٌْ ِف Hum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
Contoh: 
Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
 Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
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H   = Hijrah 
M   = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   = Wafat tahun 
QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama : Muh. Alif Rinaldi 
NIM : 10300115012 
Judul : TINJAUAN YURIDIS STANDARDISASI KESEHATAN HEWAN 
KURBAN PADA PETERNAKAN SAPI TAMANGAPA KOTA 
MAKASSAR (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam) 
 
 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana barometer atau standardisasi 
kesehatan hewan kurban menurut hukum positif maupun hukum Islam dengan 
melihat peternakan sapi Tamangapa Kota Makassar yang diberi pakan yang tidak 
wajar? di dalam pokok permasalahan tersebut diperinci ke dalam submasalah atau 
rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana kondisi sapi-sapi di Peternakan Tamangapa 
yang diberi pakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa?, 2) Bagaimana 
analisis hukum positif dan hukum Islam terkait standardisasi kesehatan hewan yang 
layak dipotong atau disembelih?, 3) Bagaimana Implementasi aturan yang berlaku di 
Indonesia terkait sapi di Peternakan Tamangapa? 
 Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau field research kualitatif 
dengan melakukan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun 
sumber data dalam penelitian ini yaitu: 1) Data primer yang berupa wawancara 
langsung dengan berbagai sumber terkait, 2) Data sekunder berupa data yang 
berhubungan dengan penelitian ini seperti jurnal, artikel, skripsi, dan lain-lain. 
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan data dilakukan dengan dengan 
3 (tiga) tahap yaitu: penyuntingan (editing), klasifikasi data, dan sistematis data. 
Selanjutnya, analisis data yang berupa analisis nonstatistika, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sapi yang berada di Peternakan 
Tamangapa ada yang membeli guna sebagai hewan kurban di hari raya Idul Adha. 
Selain itu sapi-sapi tersebut diperuntukkan juga sebagai bibit dan kebutuhan pasar 
apabila kekurangan daging. Namun pengelolaan sapi ternak tersebut melanggar 
aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Kota 
Makassar. Adapun aturan yang dilanggar seperti: pemberian pakan yang tidak baik 
oleh peternak dan pengembala sapi Tamangapa tersebut. Melanggar ketentuan dalam 
aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian yang ada di dalam Peraturan Menteri 
Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 Tentang 
Pedoman Budidaya Sapi Potong Yang Baik, di mana diatur bahwa pakan ternak 
berupa pakan hijauan yang segar dan pakan konsentrat. Hal lain yang dilanggar dalam 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Wilayah Bebas Ternak 
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di Kota Makassar, yaitu melepas sapi ternaknya sehingga mengganggu ketertiban 
umum, sedangkan di dalam peraturan tersebut melarang hewan ternak berkeliaran di 
dalam kota, di jalanan, dan atau tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban 
umum. Masih ada beberapa aturan yang nyatanya telah ada namun tidak dijalankan 
dengan baik oleh Pemerintah, Peternak, maupun pengembala ternak Tamangapa Kota 
Makassar sehingga masyarakat lain dapat terkena imbas akan hal tersebut. 
Implikasi dalam penelitian ini yaitu: 1) Walaupun aturan-aturan telah tertata 
rapi perlu ada tindakan tegas dari Pemerintah bila mendapati orang yang melanggar 
aturan yang telah ditetapkan. 2) Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait 
kesehatan hewan ternak (sapi) atau mekanisme pengelolaan ternak sapi yang baik. 3) 
Salah satu alasan mengapa peternak atapun pengembala menggiring sapi ternaknya 
ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa yaitu tidak adanya lokasi mencari 
pakan yang baik untuk ternak mereka, jadi sudah seharusnya Pemerintah harus 
membuatkan solusi bagi peternak sehingga peternak dapat mentaati aturan yang 
berlaku. 4) Adanya sapi-sapi yang dipotong atau disembelih tanpa sepengetahuan 
Dinas Peternakan sehingga perlu kembali memperketat pengawasan lalu lintas ternak. 
5) Perlu adanya kerja sama ulama dengan Pemerintah ataupun Pemerintah Kota guna 
pemotongan kurban dapat sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia serta dalam 
aturan atau ajaran agama Islam. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Idul adha (ىحضٔلااديع) adalah hari raya umat Islam yang diadakan setiap 
tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul, bersilaturahmi dan 
melakukan shalat Id bersama-sama. Setelah shalat Id, umat Islam melakukan 
penyembelihan hewan kurban, untuk memperingati perintah Allah swt. kepada Nabi 
Ibrahim a.s. yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya Nabi Ismail a.s. 
Peristiwa tersebut disampaikan oleh Allah swt. dalam al-Qur’an yaitu pada QS ash-
Shaffat/37: 102. 
 
   ي َلاَق َيْعَّسلا ُهَعَم َغَلَب ا ََّملَف  ِّْيِوا ََّيُىب   َرا  ِّْيَوا ِماَىَمْلا ِىف ى   َرت َاذاَم ْرُظْواَف َكَُحبَْذا  ی  َلاَق
   ي َمُْؤت اَم ْلَعْفا ِتََباۖ ُر  َتَس  ْيِو ُدِج   اَش ْنِا  صلا َهِم ُالله َء َهْيِِرب ٢٠١۝     
Terjemahnya:  
“Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya 
(Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku 
menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” dia (Ismail) menjawab: 
“Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu: 
InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar”.1 
Ibadah Kurban bukan sekedar persembahan untuk meningkatkan kualitas 
spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin. Bukan 
pula kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang 
                                                          
1Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya )Bandung: Diponegoro, 
2008(, h. 449. 
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dimiliki. Dengan ibadah kurban seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya. 
Inti kurban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial.2 Binatang yang 
boleh dikurbankan adalah yang termasuk dalam kategori al-An’am yaitu unta, sapi, 
kerbau, kambing dan sejenisnya.3 Adapun firman Allah swt. yang lain dalam perintah 
berkurban yaitu pada QS al-Kautsar/108: 2. 
 
 ْرَحْواَو َّكِبَرِل ِّلَصَف ٢۝ 
Terjemahnya:  
“Maka laksanakanlah Sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah”.4 
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
dijelaskan bahwa Hewan ternak yaitu hewan peliharaan yang produknya 
diperutukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil 
ikutannya yang terkait dengan pertanian.5 Hewan kurban yang populer di Indonesia 
yaitu kambing, sapi, domba, dan kerbau. Dalam data yang dilaporkan ke Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditahun 2018 Indonesia berkurban 
                                                          
2Jalaludin Rahmat, Refleksi Social Seorang Cendikiawan Muslim (Cet. IX; Bandung: Mizan, 
1996), h. 279.   
3Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Cet. III; Dimsyiq: Dar al-fikr, 1989) 
h. 611. 
4Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 602. 
5Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 5. 
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793.052 ekor kambing, sapi sebanyak 462.339 ekor, domba sebanyak 238.853 ekor, 
dan 10.344 ekor kerbau yang disembelih.6 
Dari banyaknya hewan kurban yang disembelih ditiap tahunnya, selalu saja 
ada hewan kurban yang tidak sehat. Hewan kurban yang tidak sehat itu ditemukan 
penyakit seperti adanya cacing hati, hewan kurban yang menderita penyakit antraks 
dll. Pada tahun 2018 Kota Makassar banyak mengerahkan Mahasiswa Kedokteran 
Hewan bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk melakukan pemeriksaan 
dibeberapa titik di Kota Makassar karena adanya laporan masyarakat terkait sapi 
diberi makan sampah atau kotoran di daerah Tamangapa Kota Makassar. 
Adanya laporan dari warga Makassar terkhusus yang menetap di sekitar 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, menanyakan terkait layak tidaknya 
sapi yang mengkonsumsi sampah atau kotoran tiap hari untuk dipotong dan 
dikonsumsi masyarakat. Menanggapi hal itu, kepala Seksi Kesehatan Masyarakat 
Veteriner (Kesmavet) Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar mengatakan, 
sapi-sapi tersebut tentu berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi hingga 
saat ini pihaknya belum ada menerima laporan terkait adanya kelainan pada sapi-sapi 
yang berada di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa tersebut.7 
                                                          
6Kementerian Kesehatan RI, “Jamin Kualitas Daging Kurban, Pemerintah Terapkan Standar 
Asuh”, Official Website Kementrian Kesehatan RI, 
http://www.depkes.go.id/article/view/18081600001/jamin-kualitas-daging-kurban-pemerintah-
terapkan-standar-asuh-.html (30 Januari 2019). 
7Afriansyah Lahia, “Konsumsi Sampah , Hewan Kurban di TPA Antang Berbahaya”, 
inikita.com, 6 Agustus 2018. https://inikata.com/2018/08/06/konsumsi-sampah-hewan-kurban-di-tpa-
antang-berbahaya/ (30 Januari 2019). 
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Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar adalah lokasi andalan 
sapi-sapi di peternakan Tamangapa untuk mencari makan tiap hari. 
Di dalam aturan yang berlaku di Indonesia telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 
(2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang 
berbunyi bahwa Kesehatan Hewan merupakan segala urusan yang mempunyai kaitan 
dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan 
serta penjamin keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan 
akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal 
hewan.8  
Selain dari aturan yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Kota terkait 
kesehatan hewan, agama Islam juga telah menetapkan aturan-aturan terkait perlunya 
kesehatan hewan sebelum dilakukannya pemotongan atau penyembelihan hewan 
kurban agar daging yang dikonsumsi umat Islam atau masyarakat aman. 
Dari penjelasan dalam aturan tersebut dapat digaris bawahi bahwa Pemerintah 
sangat mengutamakan kesehatan hewan sebagai fokus untuk melindungi wilayah 
Kesatuan Republik Indonesia demi menciptakan masyarakat yang sehat dan terhindar 
dari penyakit yang disebabkan atau ditularkan dari hewan ternak. Hal ini dikarenakan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mempunyai tanggung jawab dalam 
melakukan pencegahan penyakit hewan. 
                                                          
8Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 1 ayat 
(2). 
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Berdasarkan persoalan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Standardisasi Kesehatan Hewan 
Kurban Pada Peternakan Sapi Tamangapa Kota Makassar (Analisis Hukum Positif 
dan Hukum Islam)” Disini penulis akan membahas mengenai aturan-aturan dalam 
hukum positif dan hukum Islam terhadap standardisasi kesehatan hewan kurban 
dengan menjadikan peternakan sapi Tamangapa Kota Makassar sebagai lokasi 
penelitian. Semoga dalam penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memilih 
hewan kurban yang layak untuk disembelih atau dikurbankan. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Agar masyarakat dapat mengetahui hewan kurban yang layak untuk 
dikurbankan atau disembelih, penulis melakukan penelitian terhadap aturan 
yang berlaku di Indonesia serta dalam pandangan hukum Islam terkait 
standardisasi kesehatan hewan kurban dengan menjadikan peternakan sapi  
Tamangapa Kota Makassar sebagai lokasi penelitian. 
 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk mempermudah memahami isi dari pada penelitian ini, maka 
penulis memberikan pengertian terhadap kata yang dianggap penting dalam 
penelitian yang dilakukan ini, adapun diantaranya yaitu: 
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Tinjauan Yuridis adalah pandangan atau kajian mengenai sesuatu hal 
dalam sudut pandang hukum atau aturan yang berlaku disuatu daerah atau 
negara untuk mencapai tujuan bersama. 
Standardisasi adalah ukuran, barometer, kriteria, tolak ukur, atau kualitas 
tertentu yang digunakan sebagai penilaian bagi seseorang dalam memilih atau 
membandingkan sesuatu. 
Kurban berasal dari bahasa arab yaitu )هبرق( yang berarti dekat. Dari sini 
dapat kita ketahui bahwa kurban adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah 
swt. dengan cara menyembelih unta, sapi, kerbau, kambing, ataupun domba. 
Ritual kurban ini dilakukan setiap bulan Dzulhijjah pada penanggalan Islam, 
yakni pada tanggal 10 (hari nahar) dan 11, 12, dan 13 (hari Tasyrik). 
Peternakan Tamangapa Kota Makassar adalah salah satu lokasi peternakan 
sapi yang menjadi lokasi penelitian dikarenakan adanya pemberitaan bahwa 
peternakan sapi Tamangapa Kota Makassar mengkonsumsi sampah atau 
kotoran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar. 
Hukum positif atau dalam bahasa latin disebut ius positium adalah hukum 
yang dibuat oleh manusia, yang menetapkan atau mewajibkan suatu tindakan 
untuk individu ataupun kelompok. 
Hukum Islam atau syariat Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran 
Islam atau aturan yang telah ditetapkan Allah swt. untuk hambanya, baik 
hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia 
sendiri. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
sebagai berikut: 
 
1. Bagaimana kondisi sapi di Peternakan Tamangapa yang diberi pakan di 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa? 
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terkait standardisasi 
kesehatan hewan yang layak dipotong atau disembelih? 
3. Bagaimana implementasi aturan yang berlaku di Indonesia terkait sapi di 
Peternakan Tamangapa? 
 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian mengenai hewan kurban atau hewan ternak bukanlah yang pertama 
kalinya dilakukan. Sebelumnya telah terdapat penelitian permasalahan tersebut. 
Tetapi penulis membahas masalah yang berbeda, oleh karena itu penulis menjadikan 
penelitian yang terdahulu sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun 
rujukan penulis yaitu: 
 
1. Makalah yang berjudul “Sistem Pakar Kelayakan Hewan Qurban Secara 
Syariah dan Kesehatan Berbasis Web” ditulis oleh Dedy Maryanto, Ftah 
Yasin, S.T., M.T., dan Umi Fadlilah, S.T., M.Eng. dari Universitas 
Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2014. Ketiga penulis tersebut berfokus 
pada pembuatan aplikasi sistem pakar kelayakan hewan kurban di Boyolali. 
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2. Skripsi yang berjudul “Identifikasi Telur Cacing Parasit Pada Fases Sapi Yang 
Digembalakan Di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) 
Tamangapa Makassar” ditulis oleh Firdayana dari Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar pada tahun 2016. Firdayana meneliti sapi-sapi yang 
digembalakan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa 
Makassar dengan mengidentifikasi sapi-sapi tersebut guna menemukan ada 
tidaknya telur cacing parasit pada sapi-sapi yang digembalakan di Tempat 
Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa Kota Makassar.  
3. Skripsi yang berjudul “Konsep Kurban Dalam Perspektif Agama Islam dan 
Hindu” ditulis oleh Ali Ardianto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta 
pada tahun 2012. Ali Ardianto Melakukan study perbandingan konsep 
berkurban atau menyembelih hewan dalam perspektif agama Islam dan agama 
Hindu. 
4. Skripsi yang berjudul “Makna Kurban Dalam Perspektif Hadits” ditulis oleh 
Erna Lili Maulana dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada 
tahun 2017. Erna Lili Maulana melakukan pencarian makna berkurban dalam 
hadits shahih. 
5. Tesis yang berjudul “Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum 
Distribusi Daging Qurban Kepada Non-Muslim” ditulis oleh Mr. Hasan 
Waedoloh dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Mr. Hasan Waedoloh membahas tentang para pendapat ulama-ulama dalam 
mendistribusikan daging kurban kepada orang non-muslim. 
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Dari semua rujukan penulis diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan 
bahwa belum ada penelitian yang dilakukan mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Standardisasi Kesehatan Hewan Kurban Pada Peternakan Sapi Tamangapa Kota 
Makassar (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)”. 
 
E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 
1. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
 
a) Untuk mengetahui aturan-aturan dalam hukum positif dan hukum Islam 
terkait standardisasi kesehatan hewan yang layak disembelih atau 
dipotong. 
b) Untuk mengetahui keadaan sapi-sapi di Peternakan Tamangapa Kota 
Makassar yang diberi pakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Tamangapa Kota Makassar. 
c) Untuk mengetahui bentuk implementasi aturan yang berlaku di Indonesia 
pada peternakan sapi Tamangapa Kota Makassar. 
 
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 
 
a) Dengan adanya penelitian ini semoga dapat membantu masyarakat dalam 
mengetahui hewan kurban yang layak dikonsumsi masyarakat, disembelih 
ataupun dikurbankan. 
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b) Dalam penelitian ini semoga dapat menjadi bahan pembelajaran 
masyarakat dalam mengelola hewan kurban dengan baik sesuai dengan 
aturan yang berlaku di Indonesia. 
c) Penelitian ini pun dapat menjadi bahan untuk menbatu dalam membuat 
disertasi buat peneliti-peneliti selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Definisi Kurban 
Secara etimologi, Kurban berasal dari bahasa arab yaitu )ِثزق( yang berarti 
dekat. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kurban adalah persembahan 
kepada Tuhan.1 Secara terminologi kurban disebut juga dengan istilah Uḍḥiyah secara 
etimologi, Uḍḥiyah (خٞحضلأا( diambil dari kata aḍḥā (ٚحضأ) yang berarti adalah 
permulaan siang setelah terbitnya matahari, dan menyembelih dengan kambing dari 
pada Uḍḥiyah yakni kambing yang disembelih di hari aḍḥā.2 
Adapun beberapa definisi kurban secara Terminologi menurut pandangan para 
ahli fiqh, yaitu: 
 
1. Abdu ar-Rahman al-Jaziri menyatakan bahwa kurban adalah binatang ternak 
yang disembelih atau dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. 
Kalangan Malikiyah menyatakan ibadah kurban tidak diperintahkan bagi 
mereka yang melaksanakan ibadah haji.3 
                                                          
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 
h. 783. 
2Muhammad bin Mukrim bin „Ali Abū al-Faḍl Jamāl al-Din Ibnu Manẓūr al-Anṣāri al-
Ruwaifi‟i al-Ifriqi, Lisān al-„Arab, Juz XIV (Cet. III; Beirūt: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 476. 
3Abdu ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh „ala Madzhib al-Arba‟ah, Juz I (Cet. III; Beirut: 
Dar- al-Ihya at-Turats al-Arabi, t.th.), h. 715. 
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2. Hasan Ayyub menyatakan bahwa kurban adalah unta, sapi, kambing yang 
disembelih pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah swt.4 
3. Hamdan Rasyid menyatakan bahwa kurban adalah mendekatkan diri kepada 
Allah swt. dengan menyembelih hewan ternak serta menbagi-bagikan 
dagingnya kepada fakir miskin, sejak selesai melaksanakan shalat Idul Adha 
hingga berakhirnya hari tasyrik sebagai manifestasi dan rasa syukur kepada 
Allah swt. serta mensyiarkan ajaran agama Islam.5 
4. Muhammad bin Shalih al Utsaimin menyatakan bahwa Kurban adalah 
binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk 
menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.6 
5. Syaikh Kamil Muhammad‟Uwaidah, kurban yaitu hewan yang disembelih 
pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq, baik berupa unta, sapi, maupun 
domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.7 
 
Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha yaitu pada setiap tanggal 10 
Dzulhijjah setelah sholat Ied dan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau biasa disebut 
dengan hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari dimana umat Islam dilarang berpuasa 
                                                          
4Hasan Ayyub, Fiqh al-Ibadat al-Hajj (Cet. II; Beirut: Dar an-Nadwah al-Jadidah, 1986 M), 
h. 154. 
5Hamdan Rasyid, Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Jakarta Islamic 
Center, t.th.), h.3. 
6Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Tata Cara Kurban Tuntunan Nabi (Jogjakarta: Media 
Hidayah, 2003), h. 13. 
7Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 
505.  
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karena pada hari itu, hari untuk makan dan minum serta dianjurkan banyak berdoa 
dan berdzikir kepada Allah swt.  
 
B. Sejarah Disyari’atkannya Kurban 
Ibadah Kurban yang kita lakukan selama ini adalah sifat meneladani sunnah 
dari Nabi Ibrahim as. dan untuk mengenang peristiwa agung yang dimana Nabi 
Ibrahim as. mendapat wahyu melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail 
as. beliau mematuhi isi wahyu tersebut. Anak yang baru dimiliki Nabi Ibrahim as. 
telah lanjut usia. Nabi Ismail as. adalah anak yang sangat dirindukan kelahirannya, 
namun setelah Nabi Ibrahim as. diberi kegembiraan oleh Allah swt. dengan lahirnya 
Nabi Ismail as. Allah swt justru memerintahkan Nabi Ibrahim as untuk menyembelih 
putranya. Ini adalah ujian yang amat berat bagi Nabi Ibrahim as begitu pula dengan 
putranya. 
Namun, karena ini perintah dari Tuhan sang maha pencipta. Maka Nabi 
Ibrahim as. pun melakukannya dengan persetujuan dari anaknya Nabi Ismail as. 
peristiwa ini telah tercatat didalam al-Qur‟an surah Ash-Shaffat ayat 2 sebagaimana 
telah tersemat di bab sebelumnya. Sebagai anak yang taat dan patuh serta mengetahui 
kedudukan orang tuanya dan posisi Nabi Ismail as. sebagai anak, ia tidak membantah 
dan tidak ragu-ragu dengan penuh keikhlasan Nabi Ismail as. mau untuk disembelih. 
Sesuatu jawaban yang sangat memperlihatkan sifat tawadhu‟ dan tawakkal kepada 
Allah swt.  Nabi Ibrahim as. yang telah membaringkan anaknya itu tiba-tiba datang 
berita gembira sebagaimana telah diterangkan didalam QS ash-Shaffat/37: 103-107. 
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 ََُّٔيت َٗ  ب ََ َيَْطأ ب ََّ َيَف ِ ِٞجَجْيِى ۳۰۱۝  ٌُ ٞ ِٕ اَزِْثإ بَٝ ُْ َأ ُٓبَْْٝ َدبَّ َٗ۳۰۱۝  َلَِىذَم بَِّّإ بَْٝؤ ُّزىا َتْقَّذَص ْذَق
 َِ ِِْٞظْح َُ ْىا ِٛشَْجّ۳۰۱۝  ُِ ِٞج َُ ْىا ُءلاَجْىا َ٘ ُٖ َى َاذَٕ  َُّ ِإ۳۰۱۝  ٌٍ ِٞظَع ٍحْثِذِث ُٓبَْ ْٝ َذَف َٗ۳۰۱۝ 
 
Terjemahnya: 
“(103) Maka ketika keduanya telah berserah diri  dan dia (Ibrahim) 
membaringkan anaknya atas pelipisnya, (untuk melaksanakan perintah Allah). 
(104)  Lalu kami panggil dia, “wahai Ibrahim!. (105) Sungguh, engkau telah 
membenarkan mimpi itu.” Sungguh, demikianlah kami memberi balasan 
kepada  orang-orang yang berbuat baik. (106) Sesungguhnya ini benar-benar 
suatu ujian yang nyata. (107) Dan kami tebus anak itu dengan seekor 
sembelihan yang besar”.8 
 
Tatkala Nabi Ismail as. dibaringkan atas pelipisnya untuk menjalankan 
perintah Allah swt. malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim as. dengan membawa 
seekor kibas (Domba) seraya berkata: “sembelihlah ini sebagai ganti dari anakmu”, 
lalu jadilah yang demikian itu sebagai sunnah, dan kita menyembelih kurban untuk 
mengenang peristiwa itu. Setelah datang Nabi Muhammad saw. maka menyembelih 
hewan atau berkurban itu disyari‟atkan pula kepada umatnya yang dilakukan pada 
hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. 
 
C. Macam-Macam Hewan Kurban 
Tidak semua hewan dapat dijadikan hewan kurban, hewan kurban haruslah 
berupa hewan ternak , seperti unta, sapi, kerbau, kambing, maupun domba. Tanpa 
adanya aturan mengenai jenis hewannya jantan ataupun betina. Ketentuan ini 
berdasarkan firman Allah swt. dalam QS Al-Hajj/22: 34. 
 
                                                          
8Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya,  h. 450. 
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 ِّوُنِى َٗ ُ ا ٍَ  بَْْيَعَج ٍخ ٍَّبًنَظْْ  ِٰاللّ ٌَ ْطا اُٗزُمْذَِٞى 
 يَع  ْٞ ِٖ َث ِْ ٍِ  ٌْ ُٖ َقَسَر ب ٍَ  ٚ ِخ ََ َْلا َف ًِ بَعّْ ِب ٌْ ُن ُٖ َى ِا  ى ٌٔ
 َّٗ ْ٘ َُ ِيَْطأ َُٔيَف ٌذِحا ِْٞتِجْخ َُ ْىا ِزِّشَث َٗ  ا َِ ۳۝۝       
 
Terjemahnya: 
“Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar 
mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada 
mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhan-mu ialah Tuhan Yang Maha Esa, 
karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (muhammad) 
kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”.9 
Bahimatul an‟ām adalah unta, sapi dan kambing. Ayat ini mengandung isyarat 
bahwa hewan qurban hanyalah unta, sapi dan kambing. Didalamnya ada isyarat 
bahwa berkurban tidak bisa kecuali dengan an‟ām (unta, sapi, dan kambing), tidak 
bisa selainnya.10 Maka sebaiknya kita tetap mencontoh perilaku Nabi Muhammad 
saw. dalam berkurban. Beliau hanya berkurban dengan kibasy (biri-biri), kambing, 
sapi, dan unta. Sedangkan berkurban dengan lembu atau sapi, ada pernyataan dari 
„A‟isyah r.a.: 
 
 الله ُهُ٘طَر ٚ َّحَض :اُ٘ىبَق ؟ َذَٕ ب ٍَ  :ُتُْيقَف ،ٍَزقَث ٌِ َْحيِث ُتَُِٞتأ ،ًْٚ َِ ِثبَُّْمب ََّ َيَفﷺ  ِٔ ِخا َٗ ََسأ ِْ َع
)ٛربخجىا ٓاٗر( .َِزقَجْىبِث 
Artinya: 
 “Pada saat kami berada di Mina, dibawakan kepadaku setumpuk daging sapi. 
Aku bertanya: daging apakah ini? Orang yang membawanya menjawab: 
Rasulullah SAW. telah berkurban untuk isteri-isterinya dengan seekor sapi".11 
 
                                                          
9Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya,  h. 336 
10Muḥammad bin „Ali bin Muḥammad bin „Abdullah al-Syaukāni, Fatḥu al-Qadir, Juz III 
(Cet. I; Dimasyq: Dār Ibnu Kaṡir, 1414 H), h. 535. 
11Muḥammad bin Ismā‟il Abū „Abdullah al-Bukhāri, Ṣaḥiḥ al-Bukhāri, Juz VII (Cet. I; t.t.: 
Dār Tūq al-Najāh, 1422 H), h. 99. 
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Dari pernyataan „A‟isyah r.a. telah sah bahwa yang sah menjadi hewan kurban 
hanyalah biri-biri (domba), kambing, sapi, dan unta. Menurut mayoritas ulama 
berpendapat bahwa jenis-jenis hewan kurban yang paling utama adalah: Unta 
kemudian sapi, biri-biri (domba), lebih utama dari kambing.12 Hal ini dikatakan oleh 
Ibnu Qudāmah: hewan kurban yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, 
kemudian kambing, kemudian patungan pada satu unta, kemudian patungan pada satu 
sapi. Ini perkataan Abū Hanifah dan al-Syafi‟i.13  
Mengenai bolehnya tidaknya kerbau di kurbankan, ada beberapa kalangan 
ulama secara tegas membolehkan berkurban dengan kerbau. Diantaranya dari 
kalangan syafi‟iyah, dan Madzhab Hanafiyah mereka menganggap kerbau dengan 
sapi adalah hewan yang sejenis. Begitu pula dengan pendapat ahli fiqh yang 
disebutkan di dalam buku al-Mausu‟ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah: 
 
 ٍُ بَجْىاُءب َٖ َُقفْىا ٙ َّ٘ َط ْذَق َٗ ٍذِحا َٗ  ٍضْْ ِجَم ب ََ ُٕ ُ٘ي ٍَ بَع َٗ  ، ًِ بَنْْحلأا ِٜفَِزقَجْىبِث َص٘ 
Artinya: 
“Para ahli fiqh telah menyamakan antara sapi dengan kerbau didalam masalah 
hukum dan mereka menganggapnya satu jenis”.14 
 
 
 
                                                          
12Muḥammad al-Amin bin Muḥammad al-Mukhtār bin „Abdulqādir al-Jakani al-Syanqiṭi, 
Aḍwā al-Bayān fi Iḍāḥ al-Qur‟ān bi al-Qur‟ān, Juz V (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995 M/1415 H), h. 216. 
13Abi Muḥammad „Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisi al-
Jammā‟ili al-Dimasyqi al-Ṣāliḥi al-Ḥanbali, Al-Mugni, Juz XIII (Cet. III; Riyāḍ: Dār „Ālam al-Kutub, 
1997 M/ 1417 H), h. 366. 
14Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, al-Mausu‟ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, 
Juz VIII (Cet II; Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983 M), h. 158. 
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D. Penyakit dan Pencegahan Penyakit Pada Hewan Kurban atau Ternak (Sapi) 
1. Penyakit pada hewan kurban atau ternak (sapi) 
Keadaan sapi yang sehat dan baik dapat dilihat dari keadaan fisik, 
emosi, dan fisiologi. Ada banyak penyakit yang bisa menyerang sapi ternak 
seperti antraks, zoonosis, dll. namun ada beberapa penyakit yang sering 
menyerang sapi diantaranya yaitu: 
a. Penyakit ngorok 
 Penyakit ngorok pada sapi menyerang saluran pernapasan sapi. Ciri 
khasnya adalah adanya gejala ngorok apabila sapi tersebut bernapas. 
Penyebab penyakit ngorok adalah adanya radang akut di daerah sinus, 
larynx, pharynx, trachea, dan bronchi. Dalam kondisi yang parah, 
penyakit ngorok ini dapat menyebabkan broncho pneumonia.  
b. Cacingan 
 Tanda-tanda sapi cacingan adalah sapi membuang kotoran, mencret, 
badan kurus, lemah, pucat, lesu, dan kurang nafsu makan sehingga 
pertumbuhan lambat. Penyakit cacingan muncul karena kandang tidak 
bersih, pakan kurang baik sehingga kondisi badan menurun dan di dalam 
tubuh sapi terdapat beberapa jenis bibit cacing. 
c. Mencret atau diare 
 Ciri-ciri sapi yang kena penyakit mencret adalah kotoran sapi 
berwarna hijau muda, hijau kehitaman, hijau mengilat, hijau kemerahan, 
atau hijau kekuningan. Sapi mencret atau diare menjadi lemah, kemudian 
mati apabila tidak segera dilakukan pertolongan. Penyakit mencret terjadi 
karena adanya gangguan pada saluran pencernaan atau usus sapi. 
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Penyebab gangguannya dapat berupa makanan, bibit penyakit, atau 
kombinasi antara keduanya. 
d. Kuku busuk  
 Penyakit kuku bususk disebabkan oleh infeksi kuman bacterium 
necropharup dan formis nodorus, kepincanan telapak kaki dari sampin 
terlihat kuku koyak, serta timbul bau busuk yan menusuk hidun dari kuku 
sapi tersebut. 
e. Keracunan makanan 
 Tanaman yang mengadung zat toksin atau racun dapat berupa rumput-
rumputan atau daun-daunan. Jika memakan tanaman rumput yang 
mengandung racun, sapi dapat mengalami keracunan. Hal tersebut 
mengakibatkan sapi mati mendadak, mulut berbusa, atau kejang-kejang, 
dan warna kebiruan pada selaput lendir, serta pengelupasan kulit seperti 
eksim atau terjadi pendarahan. Agar tidak keracunan makanan, sapi tidak 
boleh diberi makan yang diduga beracun atau digembalakan di daerah 
yang banyak tumbuhan atau tanaman yang mengandung racun atau 
memberi makan daun ubi atau daun jagung sedikit saja dengan cara  
mengoplos atau mencampur daun tersebut dengan rumput. 
 
2. Pencegahan penyakit pada hewan kurban atau ternak (sapi) 
 Usaha penjaaan terhadap kesehatan sapi tidak terlepas dari usaha 
penjagaan kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya, serta pengawasan 
terhadap orang yang mungkin atau selalu berhubungan dengan sapi tersebut. 
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 Agar sapi yang dipelihara dalam kondisi sehat dapat dilakukan beberapa 
tindakan, yaitu memasukkan ternak-ternak yang sehat. Berikan pakan yang 
mencukupi baik kualitas maupun kuantitas. 
 Memberikan kesempatan bergerak bagi sapi misalnya dengan cara 
melepaskannya di lapangan pada waktu pagi hari. Pemisahan kandang pada 
sapi yang baru datang atau biasa disebut dengan kandang karantina. 
Melakukan penyuntikan untuk mencegahan (vaksinasi) terhadap penyakit-
penyakit. Pengontrolan dan pemberantasan terhadap endoparasit dan 
ekstoparasit. Melakukan pemeriksaan diagnostikum pada sapi, untuk 
mengetahui penyakit-penyakit tertentu, misalnya: tuberculosis, brucellosis, 
pullrom, dsb. 
 Kandang dan lingkungannya harus bersih sehingga sapi tidak mudah 
terkena mikroorganisme yang tumbuh. Faktor orang yang sering keluar masuk 
peternakan tersebut pun bisa menjadi penular, pemindah atau pembawa 
penyakit. 
 Pemeriksaan penyakit sapi dapat dilakukan terhadap rongga mulut, 
lambung, dan alat tubuh yang lain, serta mengamati fungsi dari alat tubuh 
tersebut.15 Selain itu deworming atau pengobatan cacing harus juga dilakukan 
secara teratur untuk membunuh cacing yang berada di tubuh sapi. Kejadian 
cacingan pada seekor sapi potong akan menyebabkan penurunan terhadap 
kondisi gizi sapi potong.  Banyak ternak di negara tropis mengidap berbagai 
penyakit secara sub-klinis yang tidak cukup kuat memberikan dampak yang 
                                                          
15Arief Prahasta dan Masanawi Mastur, Budidaya Usaha Pengolahan Agribisnis Ternak Sapi 
(Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2009), h. 104-114. 
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dapat diamati, tetapi cukup dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan 
kemampuan berproduksi serta reproduksi secara optimal.16 
 
E. Kesehatan Hewan Kurban (Sapi) Menurut Hukum Islam 
Berkurban sebenarnya mudah dan cara-cara yang dilakukan cukup sederhana. 
Sebelum membeli hewan kurban baiknya seseorang mengecek kesehatan atau kondisi 
hewan tersebut. Dalam melakukan ibadah haruslah sesuai dengan syari‟at yang telah 
ditentukan baik itu bersifat sunah maupun wajib. Mengenai hukum berkurban sendiri 
dikalangan ulama ahli fiqh berbeda pendapat mengenai wajib tidaknya berkurban. 
Adapun pendapat dari Imam Abu Hanifah adalah hukum berkurban wajib 
dilaksanakan. Adapun dalil yang memperkuat pendapat dari Abu Hanifah yaitu 
firman Allah swt. dalam QS al-Kautsar/108: 1-3. 
 
 ََزث ْ٘ َنْىا َكبَْْٞ َطَْعأ بَِّّإ ۳۰  ْزَحّْ ا َٗ  َّلِثَزِى ِّوَصَف ۳۝  َُزتْثلأا َ٘ ُٕ  ََلِئّبَش َُّ ِإ ۳۝ 
Terjemahnya: 
“(1) Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 
(2) Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. (3) 
Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus (dari 
rahmat Allah)”.17 
 
Berbicara mengenai kondisi hewan kurban yang akan disembelih, ada 
beberapa pandangan dikalangan empat Imam Mazhab. Jika seseorang telah 
menetapkan akan menyembelih seekor kurban yang sudah dipastikan terhindar dari 
                                                          
16Yunita Dewi Afiari Nainggolan, “Studi Eksploratif Kesehatan Sapi Potong Peranakan 
Ongole (PO) Oleh Peternak di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera 
Utara”,  Skripsi (Bogor: Fak. Kedokteran Hewan ITB, 2013), h. 7-8. 
17Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya,  h. 602. 
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segala cacat, maka jika ditemukan cacat maka tetap dibolehkan menyembelihnya. 
Itulah pandangan Imam Syafi‟i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali. Berbanding 
terbalik dengan pandangan Imam Hanafi dimana ia tidak membolehkan menyembelih 
hewan tersebut untuk dikurbankan. 
Hewan kurban yang sakit atau cacatnya besar maka tidak dibolehkan untuk 
disembelih. Hewan tua yang sudah tidak baik dagingnya tidak sah dijadikan kurban. 
Begitu pula dengan hewan yang kudisan tidak dibolehkan untuk dijadikan kurban 
karena telah merusak dagingnya. Hewan yang buta dan cacat matanya tidak 
dibolehkan dijadikan hewan kurban. Demikian menurut kesepakatan para Imam 
Mazhab. 
Menurut Imam Syafi‟i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi hewan yang patah 
tanduknya adalah makruh untuk dikurbankan. Berbeda dengan Imam Hanbali yang 
berpendapat bahwa tidak sah berkurban dengan hewan yang patah tanduknya. 
Sedangkan hewan yang terpotong telinganya para ulama berpendapat tidak sah untuk 
dikurbankan. Begitu juga dengan binatang yang terpotong ekornya, karena hilang 
sebagian dagingnya. Jika ekor hewan yang akan dikurbankan terpotong sedikit saja 
maka menurut Imam Syafi‟i yang paling kuat tidak dibolehkan walaupun para ulama 
Imam Syafi‟i kemudian membolehkannya. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki 
jika sedikit saja yang hilang maka dibolehkan. Menurut Imam Hanbali tidak 
dibolehkan jika terpotong lebih dari sepertiganya.  
Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tergantung dalil yang kita gunakan 
sebagai pedoman dalam berkurban. Adapun syarat hewan kurban yang baik dalam 
ajaran Islam yaitu: 
1. Hewan yang hendak dikurbankan haruslah dalam keadaan sehat. 
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2. Umur hewan harus mencapai cukup umur (musinnah) 
a) Kibasy, biri-biri atau domba sudah berumur 1 (satu) tahun atau lebih atau 
sudah tanggal gigi depannya. 
b) Kambing berumur 2 (dua) tahun atau lebih. 
c) Sapi atau kerbau sudah memasuki usia minimal 3 (tiga) tahun atau lebih. 
d) Unta sudah berusia 5 (lima) tahun dan memasuki usia ke 6 (enam).18 
Dalam hadits Rasulullah saw bersabda: 
 َهبَق َهبَق ٍِزثبَج ِْ َع ِزْٞ َث ُّشىا ْ٘ َُثأ بََْثَّذَح ٌزْٞ َٕ ُس بََْثَّذَح َُضّ ْ٘ ُٝ ُِ ْث ُذ ََ َْحأ بََْثَّذَحﷺ  َِّلإ اُ٘حَثَْذت َل
 َف ٌْ ُنْٞ َيَع َزُظَْعٝ ُْ َأ ُِ أ َّضىا ِْ ٍِ  ًخََعذَج اُ٘حَثَْذت 
Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan 
kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir 
dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu sembelih hewan 
untuk berkurban, melainkan hewan yang telah dewasa (Mutsinnah). Jika itu 
sulit kamu peroleh, sembelihlah jadza‟ah”.19 
3. Hewan yang hendak dikurbankan tidak memiliki cacat, adapun cacat yang 
dimaksud ialah: 
a) Salah satu matanya buta atau sangat jelas menujukkan kebutaannya. 
b) Hewan tersebut pincang atau tidak mampu berjalan dengan normal. 
c) Hewan tersebut kurus sehingga tulangnya tidak bersumsum. 
                                                          
18Rasyidi dan Aserani Kurdi, Tuntunan Ringkas Ibadah Qurban, (t.t.: Lembaga 
Pengembangan Da‟wah Tertulis, 2007), h. 11. 
19Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Bairut Lebanon: Darul Kutubi Ilmiah, t.th.), h. 181. 
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d) Hewan tersebut sakit dan nampak jelas penyakitnya seperti kudis yang 
terlihat jelas penyakitnya.20 
Sebagaimana hadits Rasulullah saw, yaitu: 
بََْثَّذَح  ٍتْٞ ِجَح ْٜ َِثأ ِ ث َذْٝ ِشَٝ ِْ َع َقَحْطِإ ِ ْث ِذ ََّ َح ٍُ  ِْ َع ًٍ ِسبَُحْْث ُزْٝ ِزَج بََّزَجَْخأٍزْجُح ُِ ْث ُّٜ ِيَع
 َهبَق ََُٔعفَر ٍةِسبَع ِ ْث ِءاََزجْىا ِْ َع َسُٗزْٞ ف ِ ْث ِذْٞ َجُع ِْ َع ِ ََ ْح َّزىا ِذْجَع ِ ْث َُ ب ََ ْٞ َيُط ِْ َع  َل
 ْٜ ِق ْْ ُت َل ْٜ ِتَّىا ِءبَفَْجعْىبِثَل َٗ  ب َٖ ُضَز ٍَ  ٌِ َِّٞث ِءاَر ْ٘ َعْىبِث َل َٗ  ب َٖ َُعيَظ ُِ َِّٞث ِءبَجَْزعْىبِث ٚ َّحَُضٝ
اَس َِٜثأ ُِ ْثا بََْثَّذَح ٌدبََّْٕ  بََْثَّذَح ِ ٮ ِذْٞ َجُع ِْ َع ِ ََ ْح َّزىا ِذْجَع ِ ْث َُ ب ََ ْٞ َيُط ِْ َع ُخَجْعُش بَََّزجَْخأ ََحذ  ِ ْث
 ِ ّٜ ِجَّْىا ِْ َع ٍةِس بَع ِ ْث ِءاََزجْىا ِْ َع َسُٗزْٞ َفﷺ  ٌثِٝذَح َاذَٕ  َٚظْٞ ِع َُ٘ثأ َهبَق ُٓبَْْع ََ ِث ُٓ َ٘ ْحَّ
 َاذَٕ  َٚيَع ُو ََ َعْىا َٗ  ِءاََزجْىا ِْ َع َسُٗزْٞ َف ِ ْث ِذْٞ َجُع ِثْٝ ِذَح ِْ ٍِ  َِّلإ ُُٔفِزْعَّ  َل ٌحِٞحَص ٌِ َظَح
 َأ َذْْ ِع ِثْٝ ِذَحْىا ٌِ ْيِعْىا ِو ْٕ 
Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Jabir bin Hazim dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin  Abu 
Habib dari Ubaid bin Fairuz dari Al Bara bin Azib ia memarfu‟kannya 
(kepada Nabi saw), beliau bersabda: “Tidak boleh berqurban dengan kambing 
pincang dan jelas pincangnya, atau kambing yang buta sebelah dan jelas 
butanya, atau kambing yang sakit dan jelas sakitnya, atau kurus yang tidak 
bersumsum (berdaging).” Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Syu‟bah dari Sulaiman bin „Abdurrahman dari Ubaid bin Fairuz 
dari Al Bara bin Azib dari Nabi saw. dengan makna yang sama. “ Abu Isa 
berkata; “Hadits ini derajatnya hasan shahih, dan kami tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits Ubaid bin Fairuz dari Al Bara. Hadits ini juga menjadi 
pedoman amal menurut para ulama”. (HR. Thirmidzi)21  
 
                                                          
20Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Tata Cara Qurban Dalam Perspektif Islam (Jakarta: 
Islamic Center, t.th.), h. 27-28. 
21Abu Isa Muhammad bin Saurah, Jami‟u Shahih Sunan at-Thirmidzi, Juz IV (Bairut 
Lebanon: Darul Kutubil Ilmiah, t.th.), h. 72. 
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Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu: 
 بََْث َّذَح ْعُش ُتُْيق :َهبَق سُزْٞ َف َِ ْث ِذ ْٞ َجُع ُتْع َِ َط :هبَق ِْ ََ ْح َّزىا ُذْجَع ُ ب ََ ْٞ َيُط ُتْع َِ َط ٌخَج
َّ ْٗ َا ََٓزَم َِْٚث َذَح ٍةِسبَع ِْ ِثِءا ََّزجْيِى َٖ ٰاللّ ُه ْ٘ ُطَر ُْْٔ َع ٚ ُٰاللّ َٚيَص   بََضْلأا َِ ٍِ  ٌَ َّيَط َٗ  ِٔ ْٞ َيَع
 ٰاللّ ُه ْ٘ ُطَر :َهبَقَف ِٚح َيَع  ِٚف ِٙشُْجت َل ٌعَثَْرا ِٓ ِذَٝ ِْ ٍِ ُزَصَْقا َٛ ِذَٝ ْٗ َا ِٓ ِذَِٞث َاذََنف ٌَ َّيَظض ٗ ِٔ ْٞ
 ُر ْ٘ َع ُِ َِّٞجْىا ُءاَر ْ٘ َعَْىا :ِٚحبَض َْلأا َٕ ُض َز ٍَ  ُِ َِّٞجْىا ُخَضْٝ ِز ََ ْىا َٗ  ،ب َٖ ُِ َِّٞجْىا ُءبَج ْزَعْىا َٗ  ،ب
 ُعْيَظ َٖثا ٓاٗر( ِٚقْْ ُ َتل ِٚتَّىا ُحَِزثضنْىا َٗ  ب)ٔجبٍ ِ 
Artinya: 
“Telah bercerita kepada kami Syu‟bah Aku mendengar Sulaiman 
Abdurrahman berkata: Aku mendengar Ubai bin Fairuz berkata: Aku berkata 
kepada Barra bin Azib bercerita kepadaku sebagaimana dibenci atau dilarang 
padanya Rasulullah saw., dari pada sembelihan berkata: berkata Rasulullah 
saw., dengan tangannya seperti ini dan tanganku lebih pendek dari tangannya” 
Ada empat perkara yang tidak boleh ditemukan pada hewan sembelihan, yang 
juling dan nyata julingnya, yang sakit dan nyata sakitnya, yang pincang dan 
nyata pincangnya dan yang tua yang tidak ada sumsumnya lagi.” (HR. Ibnu 
Majah)22 
Meskipun bersepakat bahwa apabila empat cacat hanya ringan maka tidak 
berpengaruh dan dapat dikatakan mencukupi atau sah. Namun beberapa ulama dan 
ahli berbeda pendapat akan hal itu, seperti: 
Jumhur berpendapat bahwa cacat yang lebih parah dari pada cacat-cacat yang 
pada nashnya maka ia lebih tidak mencukupi. Sedangkan, menurut Ahli Zhahir 
berpendapat bahwa hal tersebut mencukupi dan tidak lebih banyak dari cacat-cacat 
yang ada nashnya.23 
                                                          
22Kartini, “Prantek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi 
(Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 17-18. 
23Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzami, 2006), h. 904-905. 
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Qurban tidak sah jika hewan kurbannya memiliki empat cacat tersebut. 
Demikian pula dengan cacat-cacat yang lain yang mirip dengan keempat cacat 
tersebut dan tentuya cacat lain lebih parah dari itu. Oleh karena itu pula berkurban 
dengan hewan yang memiliki cacat berikut ini juga tidak sah: 
1. Kedua belah matanya buta; 
2. Hewan yang pencernaannya tidak sehat sehingga kotorannya encer. Hewan ini 
dapat dikurbankan jika hewan tersebut telah sembuh; 
3. Hewan yang sulit melahirkan. Hewan ini baru diperkenankan untuk dijadikan 
hewan kurban setelah proses melahirkan selesai; 
4. Hewan yang tertipa sesuatu yang bisa menyebabkan kematian seperti tercekik 
atau jatuh dari atas ketinggian. Hewan ini baru dapat disembelih atau 
dikurbankan apabila telah selamat dari bahaya kematian yang mengancamnya; 
5. Hewan yang lumpuh karena cacat; dan 
6. Hewan yang salah satu kakinya depan atau belakangnya terputus.24 
Salah satu penyebab tidak sehatnya hewan kurban yaitu dengan pemberian 
makan yang tidak baik untuk dikonsumsinya, seperti: hewan tersebut memakan 
sampah, kotoran, dll. Adapun hadits yang melarang dengan jelas yaitu: 
 
 ِٰاللّ ُه ْ٘ ُطَر َٖٚ َّ ( َهبَق َز ََ ُع ِ ْثا ِ َع ٍذ ِٕ بَج ٍُ  ِْ َع ﷺ  ) ب َٖ ِّبَجَْىأ َٗ  ِخَى َّلاَجْىا ٌَ َْحى ِوَْمأ ِْ َع 
 
                                                          
24Hasan Waedoloh, “Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging 
Qurban Kepada Non-Muslim”, Tesis (Makassar: Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 80-
81. 
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Artinya: 
“Diterima dari Mujahid, dari Ibnu Umar, katanya: “Rasulullah saw. melarang 
makan daging binatang jallalah dan susunya”. (HR. Thirmidzi) 
Adapun penjelasan mengenai ucapannya “Rasulullah saw. melarang....dan 
seterusnya”, melarang artinya mencegah dan minta agar dihentikan atau dijauhi. 
Binatang Jallalah yang dimaksud yaitu binatang yang biasa memakan najis dan 
barang-barang kotor seperti tahi dan kotoran-kotoran binatang melata, sehingga ada 
pengaruhnya pada daging dan susunya.25 
Dari sini kita dapat ketahui bahwa Agama Islam sangat menganjurkan 
umatnya untuk mengetahui kesehatan hewan kurban yang akan dibeli sebagai bentuk 
rasa syukur atas rezeki yang didapatkan seseorang, serta untuk lebih mendekatkan 
diri kepada Sang Maha Pencipta Allah swt. 
 
F. Kesehatan Hewan Kurban (Sapi) Menurut Aturan Yang Berlaku di Indonesia 
(Hukum Positif) 
Demi melindungi masyarakat dan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dari ancaman penyakit pada hewan ternak (khususnya sapi), Pemerintah 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
Yang di dalam pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (2) mengatur bahwa: 
 
(1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal 
bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, 
                                                          
25Majelis Tertinggi Urusan Mesir, Muntakhobu Minassunnah Sunnah-Sunnah Pilihan 
Makanan Dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan (Bandung: Angkasa Bandung, t.th.), h. 103. 
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pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk 
Hewan. 
(2) Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Produk Hewan berturut-turut 
dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, 
dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, 
dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.26 
Dalam melakukan pencegahan penyakit pada hewan ternak yang akan 
dikurbankan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 41A Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengatur bahwa: 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan. 
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas 
sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan 
pencegahan Penyakit Hewan. 
(4) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan 
penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. 
(5) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif 
bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya.27 
Sesuai dengan aturan yang ada dalam pasal 41A ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 
maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah membentuk kelembagaan yang diberi 
nama Otoritas Veteriner. Dimana dalam lembaga tersebut bertanggung jawab dan 
memiliki kompetensi penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Hal ini telah dijelaskan di 
                                                          
26Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan, Pasal 
58. 
27Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 41A. 
28 
 
 
dalam pasal 1 ayat (26) sampai dengan ayat (28). Sistem Kesehatan Hewan Nasional 
yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan 
dilibatkannya seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan 
masyarakat secara terpadu. Di dalam pasal 68A ayat (1) telah dijelaskan pula bahwa 
tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan 
Kesehatan Hewan adalah Otoritas Veteriner yang dimana pejabatnya telah 
memperoleh sertifikat dari Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, ataupun diankat 
berdasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan yang Berwenang. 
Ketentuan lebih lanjut menenai Kesehatan Masyarakat Veteriner telah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Di dalam Peraturan 
Pemerintah Pasal 1 ayat (1) dan (2)  telah dijelaskan bahwa: 
(1) Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan 
dengan hewan dan produk hewan yang secara lansung atau tidak lansung 
mempengaruhi kesehatan manusia. 
(2) Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan 
keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan 
yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari 
perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang 
dimanfaatkan manusia.28 
Demi menghasilkan daging yang baik dikonsumsi oleh masyarakat, Hewan 
ternak haruslah berada ditempat budidaya yang baik. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 
(2) yaitu: 
 
                                                          
28Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pasal 1-2. 
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Cara yang baik untuk Hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan dengan: 
a. Pemisahan Hewan baru dan Hewan lama dan Hewan sakit dan Hewan yang 
sehat; 
b. Penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya; 
c. Mencegah bersarangnya Hewan pengganggu; 
d. Pemberian obat Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan; dan 
e. Pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis 
Hewan.29 
Selain tempat budidaya yang harus baik, setiap hewan yang hendak 
disembelih atau dipotong haruslah memenuhi aturan yang telah ditetapkan 
pemerintah dalam pasal 9, yaitu: 
(1) Pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan 
bahwa Hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk 
dipotong. 
(2) Hewan potong yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria paling 
sedikit: 
a. tidak memperlihatkan gejala penyakit Hewan menular dan/ atau 
Zoonosis; 
b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif; 
c. tidak dalam keadaan bunting; dan 
d. bukan Hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Hewan potong yang telah diperiksa kesehatannya diberi tanda: 
a. “SL” untuk Hewan potong yang sehat dan layak untuk dipotong; dan 
b. “TSL” untuk Hewan potong yang tidak sehat dan/ atau tidak layak 
untuk dipotong.30 
Hewan potong yang dimaksud telah dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a 
penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yaitu: 
Yang dimaksud dengan “Hewan potong” adalah hewan yang dipelihara atau 
dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia 
                                                          
29Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pasal 5. 
30Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pasal 9. 
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misalnya sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, unggas potong dan 
babi, Hewan perah dan unggas petelur yang sudah tidak produktif serta 
termasuk jenis-jenis Satwa Liar yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dapat diburu dan 
dimanfaatkan dagingnya, misalnya rusa. 
Khusus untuk satwa Liar, pemasukan ke dalam jenis Hewan potong dapat 
dilakukan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang konservasi sumber daya alam hayati. 
Sedangkan standardisasi produk hewan diatur dalam pasal 53 Peraturan 
Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
Kesejahteraan Hewan, yaitu: 
(1) Standardisasi produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(1) huruf e dilakukan terhadap produk Hewan yang diedarkan  di dalam 
wilayah negara Republik Indonesia. 
(2) Standardisasi produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Menteri menetapkan Standar wajib bagi produk Hewan segar. 
(4) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya 
melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar produk Hewan yang 
dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia.31 
Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan penerbitan Permentan 
(Peraturan Menteri Pertanian) Nomor 114 Tahun 2014. Selain itu, di tahun 2018 Andi 
Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) menerjunkan Tim Terpadu Pemantauan Hewan 
Kurban untuk melaksanakan koordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi 
Peternakan dan kesehatan Hewan di daerah tugas, lalu melaksanakan tugas 
pengawasan terhadap pelaksanaan teknis yang telah dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah.  
                                                          
31Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pasal 53. 
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Pada tahun 2018 lalu Kementerian Pertanian mengunggah di akun twitter 
penyampaian-penyampaian oleh Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian 
dalam Kabinet kerja 2014-2019. Penyampaian tersebut yaitu:  
 
1. Penyampaian adanya peningkatan kebutuhan hewan kurban yang diprediksi 
meningkat 5% dari Tahun 2017; 
2. Adanya penetapan standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal); 
3. Penerbitan Permentan Nomor 114 Tahun 2014 tentang pemotongan hewan 
kurban;  
4. Adanya Permentan yang isinya mengatur tentang persyaratan minimal yang 
harus dipenuhi saat melakukan langkah ibadah kurban yaitu memilih, 
menyembelih, dan membagi; 
5. Dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan pemotongan hewan 
Kementan jalankan sejumlah hal konkrit dilapangan.32 
Ada beberapa macam persyaratan yang tertulis pada Peraturan Menteri 
Pertanian RI Nomor 114/Permentan/PD.410/9/ 2014, diantaranya: persyaratan syariat 
Islam, Persyaratan administrasi, dan persyaratan teknis. Dan adapun persyaratan 
syariat islam sesuai dengan pasal 5, yang berbunyi: 
Persyaratan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hewan harus: 
a. Sehat; 
b. Tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami 
kerusakan daun telinga; 
c. Tidak kurus; 
d. Berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah 
dengan bentuk dan letak yang simetris; dan 
e. Cukup umur untuk: 
1. Kambing atau domba diatas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya 
sepasang gigi tetap; 
2. Sapi atau kerbau diatas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepadang 
gigi tetap; atau 
3. Unta diatas 5 (lima) tahun. 
                                                          
32Kementerian Kesehatan RI, “Jamin Kualitas Daging Kurban, Pemerintah Terapkan 
Standar Asuh”, Official Website Kementrian Kesehatan RI, 
http://www.depkes.go.id/article/view/18081600001/jamin-kualitas-daging-kurban-pemerintah-
terapkan-standar-asuh-.html (3 Februari 2019). 
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Persyaratan teknis berkurban dijelaskan pada pasal 7 yang berbunyi: 
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling sedikit hewan 
harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang 
dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik vateriner dibawah pengawasan 
dokter hewan berwenang.33 
Pemerintah juga menerbitkan aturan dalam mengelola ternak sapi yang baik 
melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Peraturan Menteri Pertanian 
Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 Tentang Pedoman 
Budidaya Sapi Potong Yang Baik. Dalam peraturan ini dijelaskan Prasarana dan 
Sarana  budi daya ternak sapi potong yang baik, yaitu terdapat dalam Bab II. Adapun 
isinya sebagai berikut: 
A. Prasarana 
1. Lokasi 
Lokasi usaha budi daya sapi potong harus memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
 a. sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) atau 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan 
Rencana Detail Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (RDTRD) serta 
sesuai dengan daya dukung lahan; 
 b. memiliki Upaya Pengelolaan Linkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Linkungan Hidup (UKL-UPT); 
 c. terpisah dengan lokasi usaha budi daya ternak lainnya; 
 d. jarak antara lokasi usaha budi daya sapi potong dengan lokasi usaha 
budi daya ternak lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko 
yang dilaksanakan oleh dinas Kabupaten /Kota yang 
menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan; 
 e. mempunyai akses transportasi; dan 
 f. tersedia sumber pakan. 
2. Lahan 
Letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya memperlihatkan 
topografi dan fungsi linkungan, sehingga kotoran dan limbah yang 
dihasilkan tidak mencemari lingkungan, tidak ditemukan penyakit 
hewan menular yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi sapi 
                                                          
33Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 
114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban, bab II, Pasal 5 dan 7. 
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potong serta dapat membahayakan manusia, hewan yang dibudidayakan. 
Lahan yang dijadikan lokasi budi daya sapi potong tidak pernah 
ditemukan kasus anthrax. 
3. Air dan Sumber Energi 
 Tersedia sumber air bersih dan sumber energi yang cukup sesuai 
kebutuhan dan peruntukkannya. 
B. Sarana 
1. Betina dan Pejantan 
Betina dan Pejantan yang akan dikembangbiakkan harus memenuhi 
persyaratan antara lain: 
a. sehat dan bebas penyakit hewan menular yang dibuktikan dengan 
surat  keterangan dokter hewan yang berwenang; 
b. memiliki organ reproduksi normal dan sehat; 
c. tidak memiliki cacat fisik dan genetik; 
d. dapat berasal dari sapi lokal atau impor yang merupakan 
rumpun/galur murni atau persilangan; 
e. pejantan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)/Persyaratan 
Teknis Minimal (PTM) menurut rumpun/galur sapi potong; 
f. pejantan mempunyai libido tinggi dan kualitas sperma yang baik; dan 
g. jika menggunakan semen cair atau semen beku, sesuai persyaratan 
SNI. 
2. Sapi Potong 
Sapi potong untuk usaha penggemukan harus memenuhi persyaratan 
antara lain: 
a. sehat dan bebas penyakit hewan menular yang dibuktikan dengan 
surat  keterangan dokter hewan yang berwenang; 
b. dapat berasal dari sapi lokal atau impor yang merupakan 
rumpun/galur murni atau persilangan; dan 
c. jantan umur 2-3 tahun. 
3. Pakan 
Pakan diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi 
sebagai berikut: 
a. tersedia pakan yang cukup dalam jumlah dan mutu (sesuai SNI mutu 
pakan sapi potong); 
b. pakan yang diberikan dapat berasal dari pakan yang diolah sendiri 
atau pakan pabrikan; 
c. pakan yang diolah sendiri diuji di laboratorium penguji mutu pakan 
yang terakreditasi baik milik pemerintah maupun swasta untuk 
menjamin kandungan nutrisi dan keamanan pakan; 
d. dilarang menggunakan pakan yang dicampur dengan hormon tertentu 
dan/atau antibiotik imbuhan pakan, darah, daging, dan/atau tulang; 
e. untuk pola pemeliharaan ekstensif, ketersediaan pakan pada padang 
rumput disesuaikan dengan kapasitas tampung; 
34 
 
 
f. pemberian pakan hijauan segar minimal 10% dari bobot badan dan 
pakan konsentrat sekitar 1-2% dari bobot badan; dan 
g. jumlah dan jenis pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan 
tujuan produksi, umur, dan status fisiologi ternak serta memenuhi 
persyaratan standar mutu yang ditetapkan. 
Tabel 2.1. SNI Mutu Pakan Sapi Potong sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015. 
No Kandungan Nutrisi Sapi Potong Penggemukan Induk Pejantan 
1. Kadar air (maks) (%) 14 14 14 
2. Protein Kasar (min) (%) 13 14 12 
3. Lemak Kasar (maks) (%) 7 6 6 
4. TDN (min) (%) 70 65 65 
5. Abu (maks) (%) 12 12 12 
6. Calsium (Ca,%) 0,8-1,0 0,8-1,0 0,5-0,7 
7. Phospor (P,%) 0,6-0,8 0,6-0,8 0,3-0,5 
8. Aflatoksin maksimum (ppb) 200 200 200 
9. NDF (maks) (%) 35 35 30 
10. UDP (min) (%) 5,2 5,6 4,2 
 
4. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Peralatan yang dibutuhkan dalam usaha budi daya sapi potong mudah 
digunakan, dibersihkan dan tidak mudah berkarat, antara lain: 
a. tempat pakan dan tempat minum; 
b. alat pemotong dan pengangkut rumput; 
c. alat pengolahan tanah; 
d. timbangan pakan dan timbangan sapi; 
e. mesin giling butiran dan mixer (jika membuat pakan konsentrat 
sendiri); 
f. mesin pencacah rumput (chopper); 
g. alat pemotong tanduk (dehorned); 
h. alat identitas ternak; 
i. alat penerangan; 
j.  alat pembersih kandang; 
k. alat desinfeksi; dan 
l. peralatan kesehatan hewan. 
5. Obat Hewan 
a. obat hewan yang digunakan harus sesuai dengan peruntukan dan 
memiliki nomor pendaftaran; 
b. obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan 
meliputi premiks dan kesediaan obat alami sesuai dengan 
peruntukannya; dan 
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c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang obat hewan.34 
Berbicara mengenai pakan yang baik sesuai aturan yang berlaku yaitu pakan 
hijauan, pakan penguat (konsetrat), dan pakan tambahan. Pakan hijauan adalah semua 
bahan pakan yang berasal dari tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan berupa daun-
daunan, terkadang termasuk batang, ranting dan bunga. Pakan penguat (konsentrat) 
adalah pakan yang berkonsentrat tinggi dengan kadar serat kasar yang relatif rendah 
dan mudah dicerna. Sedangkan, pakan tambahan adalah pakan yang berupa vitamin, 
mineral, urea bahkan terkadang dilakukan pemberian hormon kedalam pakan. Namun 
pemberian hormon kedalam pakan masih jarang dilakukan, karena dinilai kurang 
ekonomis.35 
Pada dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 
tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong Yang Baik, juga mengatur pola 
pemeliharaan atau budi daya sapi potong yang dapat dilakukan secara intensif, semi 
intensif, dan ekstensif. Di dalam peraturan ini pula mengatur kesehatan hewan dan 
kesejahteraan hewan, seperti: 
1. Demi mencegah penyakit pada hewan, pengebalan dilaksanakan melalui 
vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan. 
2. Hewan dikatakan sejahtera apabila penangkapan, penanganan, penempatan, 
pengadangan, pemeliharaan, dan perawatan berupa menggunakan kandang 
                                                          
34Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 
tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong Yang Baik, Bab II. 
35Jumriah Syam, Ilmu Dasar Ternak Potong (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 
166-167. 
36 
 
 
yang memungkinkan sapi leluasa bergerak, dapat melindungi sapi dari 
predator dan hewan pengganggu serta melindungi dari panas dan hujan.36 
Mengenai pembinaan, pengawasan dan pelaporan juga diatur dalam peraturan 
ini, yaitu: 
1. Pembinaan 
Pembinaan usaha budi daya sapi potong dilakukan melalui pendidikan, 
pelatihan, dan penyuluhan. Pembinaan dilakukan untuk penerapan budi 
daya sapi potong yang baik. Pembinaan dilakukan oleh menteri, Gubernur, 
dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan. 
Peternak atau perusahaan peternakan yang telah menerapkan Pedoman 
Budi Daya Sapi Potong yang baik diberikan surat keterangan cara budi 
daya sapi potong yang baik oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi 
fungsi peternakan dan kesehatan hewan. 
Dalam hal lokasi usaha budi daya sapi potong terletak lebih dari 1 (satu) 
Kabupaten/Kota dalam suatu Provinsi, surat keterangan cara budi daya sapi 
potong yang baik diterbitkan oleh Dinas Provinsi yang membidangi fungsi 
peternakan dan kesehatan hewan. 
 
2. Pengawasan 
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan usaha budi daya sapi potong yang 
baik, Bupati/Walikota melakukan pengawasan baik secara langsung 
maupun tidak langsung, sebagai berikut: 
a. pengawasan langsung dilakukan terhadap penerapan budi daya sapi 
potong yang baik, secara berkala atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan; 
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui evaluasi atas laporan 
yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan peternakan yang 
melakukan budi daya sapi potong; dan 
c. Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada 
Gubernur, dan Gubernur menyampaikan laporan hasil pengawasan 
kepada Menteri.  
Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian penerapan budi 
daya sapi potong yang baik, terhadap peternak dan perusahaan peternakan 
yang telah mendapatkan surat keterangan cara budi daya sapi potong yang 
baik diberikan perinatan tertulis pertama untuk dilakukan perbaikan. 
                                                          
36Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 
tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong Yang Baik, Bab IV. 
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Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya peringatan 
tertulis pertama tidak dilakukan perbaikan, diberikan peringatan tertulis 
kedua. 
Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya peringatan 
tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan, surat keterangan cara budi daya 
sapi potong yang baik yang telah diberikan oleh Dinas Kabupaten/Kota 
yang membidangi fungsi petenakan dan kesehatan hewan, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
 
3. Pelaporan 
Peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan usaha budi daya sapi 
potong membuat laporan tertulis baik teknis maupun administrasi secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan, dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. Peternak dan perusahaan peternakan melaporkan Kepada Dinas 
Kabupaten/Kota yang memuat data: 
(1) populasi, produksi, distribusi, dan mutasi ternak, sesuai Format-1; 
(2) penggunaan bahan pakan dan konsumsi pakan, sesuai Format-2; 
dan 
(3) jenis dan jadwal vaksinasi, penyakit hewan, dan penggunaan obat 
hewan, sesuai Format-3. 
b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima laporan peternak dan 
perusahaan peternakan, melakukan rekapitulasi dan melaporkan kepada 
Kepada Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, 
sesuai Format-4. 
c. Kepala Dinas Provinsi setelah menerima laporan Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota, melakukan rekapitulasi dan melaporkan kepada 
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan 
kepada Gubernur, sesuai Format-5.37 
Dalam manajemen kesehatan hewan sesuai dengan fungsi dan tujuannya 
(tercapainya kesehatan hewan dengan produktifitas atau performance yang 
diinginkan), proses manajemen yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Perencanaan; 
2. Pengorganisasian; 
3. Koordinasi, Pengarahan, Directing, Leading; dan 
                                                          
37Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 
tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong Yang Baik, Bab VII. 
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4. Pengalihan atau Kontrol.38 
Demi menghasilkan sapi potong yang baik di Kota Makassar, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menghimbau kepada Dinas Perikanan 
dan Pertanian (DP2) untuk memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban jelang 
Lebaran Idul Adha, Agustus 2018 lalu. 
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir berharap agar Pemerintah 
Kota membentuk tim khusus pengawasan. Karena menurutnya, momentum Idul Adha 
kerap kali dimanfaatkan oleh oknum untuk menjual hewan tanpa melalui 
pemeriksaan kesehatan.39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
38Fitri Samal, “Analisis Manajemen Kesehatan Terhadap Produktifitas Ternak Sapi Potong di 
PT. Berdikari United Livestock (BULS) Kabupaten Sidrap”, Skripsi (Makassar: Fak. Sains dan 
Teknologi UIN Alauddin, 2015), h. 36 
39Hasdinar Burhan, “DPRD Makassar Harap Hewan Kurban Bersertifikat Sehat”, Makassar 
Sindonews.com , 1 Agustus 2018, https://makassar.sindonews.com/read/11897/2/dprd-makassar-harap-
hewan-kurban-bersertifikat-sehat-1533053225 (3 Februari 2019). 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini 
adalah penelitian lapangan atau field research kualitatif. Penelitian field research 
bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang 
dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, dan masyarakat. 
Penelitian ini cirinya bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang 
hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir.1  
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang 
kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya 
saja.2 Jadi, dengan penelitian ini penulis akan terjun langsung dengan berfokus pada 
hasil pengumpulan data dari objek yang diteliti oleh penulis. 
Penulis akan melakukan penelitian pada peternakan sapi Tamangapa Kota 
Makassar, masyarakat sekitar peternakan sapi Tamangapa Kota Makassar, dan 
instansi-instansi terkait yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang 
penulis kaji dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi 
peternakan sapi Tamangapa Kota Makassar sebagai pusat penelitian dikarenakan 
                                                          
1Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (t.t.: 
Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 14. 
2Lexy J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995), 
h. 11. 
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adanya laporan dari masyarakat setempat terkait sapi yang diberi makan sampah atau 
kotoran dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Pendekatan Yuridis Normatif 
Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu penelitian ilmiah  untuk 
mendapatkan kebenaran dan memperoleh pengetahuan antara aturan yang satu 
dengan aturan yang lainnya begitu pula dengan penerapan dalam prakteknya.  
 
2. Pendekatan Sosiologis 
Pendekatan Sosiologis atau biasa juga disebut pendekatan sosial 
adalah pendekatan penelitian yang terjun langsung dengan individu atau 
kelompok guna menemukan fakta sosial. 
 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer yakni pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi 
penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Informan adalah 
orang  yang dapat memberikan informasi atau penjelasan secara detail dan 
komprehensif mengenai 5W (What, Who, When, Where, Why) + 1H (How). 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder yakni semua data yang berhubungan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh penulis selain dari pada data primer yang disebutkan 
diatas. Data sekunder yang dimaksud seperti buku, jurnal, artikel-artikel baik 
dalam media massa maupun elektronik yang berada di situs internet, dan data-
data lain yang relevan guna membantu penulis dalam menyelesaikan 
penelitian ini. 
  
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah: 
1. Observasi 
Metode dalam penumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan 
dilakukannya Observasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data 
dengan mengamati secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap 
objek yang diteliti.  
 
2. Wawancara 
Metode selanjutnya yang digunakan penulis dalam menyelesaikan 
penelitian ini adalah metode wawancara. Wawancara adalah percakapan 
antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan 
narasumber guna mendapatkan  informasi yang jelas dan terpercaya. 
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3. Dokumentasi 
Metode terakhir yang digunakan oleh penulis ialah metode 
dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan oleh seseorang  
untuk mendapatkan dokumen sebagai bukti yang akurat dari pencatatan 
sumber-sumber informasi seperti surat, buku, undang-undang, dan 
sebagianya. Arti lain juga menyebutkan bahwa dokumentasi adalah sebuah 
pencarian, penyelidikan, penyediaan, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan 
bukti.  
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri, dikarenakan penulislah yang 
berperan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan berperan sebagai pelaksana, 
perencana, menganalisis, menafsirkan data sehingga pelaporan hasil penelitian. 
Sebagai suatu instrumen dalam penelitian ini sudah mesti penulis tidak akan terlepas 
dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini seperti: daftar pertanyaan yang 
akan ditanyakan oleh pewawancara ke narasumber, kamera, alat perekam, pulpen, 
dan buku tulis. 
 
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
Setelah pengumpulan data dilakukan selanjutnya adalah melakukan 
pengolahan data. Dengan tujuan agar data yang didapatkan dapat tersusun 
dengan baik dan menyederhanakan seluruh data yang diperoleh. Adapun 
pengolahan data yang dilakukan yaitu: 
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a) Penyuntingan atau Editing 
Penyuntingan atau Editing adalah proses yang dilakukan untuk 
memeriksa kembali daftar pertanyaan dengan jawaban dari narasumber. 
Dalam proses ini tidak ada penyuntingan atau penafsiran yang dilakukan 
oleh penulis terhadap jawaban dari narasumber sehingga kebenaran 
jawaban dapat terjaga. 
b) Klasifikasi data 
Klasifikasi data adalah pengelompokan data menjadi pokok 
bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah dalam menganalisis 
data yang ditentukan. 
c) Sistematis Data 
Sistematis data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian 
dapat diproses dan ditempatkan sesuai dengan pokok permasalahan secara 
sistematis. 
 
2. Analisis Data 
Analisis data adalah untuk menyederhanakan hasil penelitian sehingga 
mudah ditafsirkan. Ada dua cara menganalisis data, yaitu: 
a) Analisis Nonstatistika 
Analisis ini tidak dilakukan dengan cara perhitungan tetapi dengan 
membaca dan merangkum data-data yang telah diolah. Atau bisa 
dikatakan dengan memilih data-data yang relevan sesuai dengan 
kebutuhan penelitian. 
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b) Penyajian data 
Pada tahap ini, penyajian data pokok yang dirangkum kedalam 
bentuk  penjelasan data dalam bentuk teks. Penulis akan memaparkan 
tentang data-data yang ditemukan dan telah disaring sebelumnya. 
c) Penarikan kesimpulan 
Pada tahap ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil 
penelitian dan penyajian data yang telah dilakukan. 
 
G. Penguji Keabsahan Data 
1. Meningkatkan Ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan cepat 
dan berkesinambungan. Dengan cara ini kepastian data dan urutan peristiwa 
yang dapat direkam secara pasti dan sistematis. 
 
2. Menggunakan Bahan Referensi 
Menggunakan bahan referensi yang dimaksud adalah adanya 
pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Jadi 
dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan rekaman wawancara dan foto 
hasil observasi sebagai bahan referensi dalam menguji keabsahan data yang 
diteliti. 
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BAB IV 
REALITAS PETERNAKAN SAPI TAMANGAPA KOTA MAKASSAR 
DALAM SUDUT PANDANG HUKUM 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Tamangapa bertempat di kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota 
Makassar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1. Lokasi Penelitian di dalam Peta Provinsi Sulawesi 
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Gambar 4.2. Lokasi Penelitian di dalam Peta Kota Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3. Lokasi Penelitian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa 
 
Secara geografis Kota Makassar terletak dipesisir pantai barat Sulawesi 
Selatan pada koordinat 119°18ʹ27,97ʺ 119°32ʹ31,03ʺ Bujur Timur dan 5°00ʹ30,18ʺ-
5°14ʹ6,49ʺ Lintang Selatan dengan luas wilayah 199,26 km2 dengan batas utara 
47 
 
 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan, batas selatan Kabupaten Gowa, batas timur 
Kabupaten Maros, dan batas barat selat Makassar. Kota Makassar terdiri dari 15 
Kecamatan dan 153 kelurahan dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa. Dengan 
jumlah penduduk yang besar, Kota Makassar menghasilkan sekitar 900 ton sampah 
perhari. Sampah-sampah organik maupun sampah anorganik Kota Makassar dibuang 
di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa.  
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa memiliki lahan seluas 16,8 Ha. 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar didirikan pada tahun 
1993. Sebelum lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa dibangun, 
sampah perkotaan dibuang di Panampu Kecamatan Ujung Tanah pada tahun 1979. 
Namun dikarenakan lokasi tersebut dekat dengan laut sampah perkotaan di pindahkan 
ke Kantinsang Kecamatan Biringkanaya pada tahun 1980. Akibat turunnya kualitas 
air, maka di tahun 1984, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membangun Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) yang baru di Tanjung Bunga Kecamatan Tamalate. Akan 
tetapi pertumbuhan penduduk dan perumahan yang terus menerus meningkat di 
sekitar daerah tersebut, akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memilih 
Tamangapa Kecamatan Manggala sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga 
saat ini. 
Lokasi tersebut menjadi tempat favorit sapi-sapi yang ada di Peternakan 
Tamangapa untuk mendapatkan makan. Selain menjadi lokasi mencari makan seperti 
sampah-sampah organik. Walaupun sapi-sapi tersebut mencari sisa-sisa makanan, 
selalu saja ada sampah anorganik yang ikut tertelan sehingga sapi tersebut tidak dapat 
mencernanya dan tinggal didalam perut sapi tersebut hingga perut sapi-sapi yang ada 
disana besar karena tumpukan sampah dalam perut. Tempat Pembuangan Akhir 
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(TPA) Tamangapa juga menjadi tempat beristirahatnya sebagian sapi-sapi yang ada 
di peternakan Tamangapa jika malam telah tiba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4. Keadaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa 
 
B. Hasil Penelitian  
1. Hasil Penelitian Primer 
Setelah penulis melakukan penelitian dibeberapa lokasi, warga sekitar, 
serta instansi-instansi terkait. Penulis akhirnya menyusun daftar wawancara 
langsung kepada informan sebagai berikut: 
1) Bapak Faris, umur 38 tahun, pekerjaan Ketua RW 04 Kelurahan 
Tamangapa. 
 
“Sapi-sapi yang berada di Tempat Pembuangan Akhir adalah milik warga 
setempat. Sapi-sapi tersebut telah mempunyai kebiasaan rutin untuk 
mencari sisa makanan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan 
adanya kemungkinan pengembala sapi tersebut yang mengarahkan sapi-
sapinya ke sana karena Pengembalanya susah untuk mencari pakan hijau 
untuk sapinya yang berjumlah ratusan itu, pihak pemerintah juga susah 
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untuk mencegah agar sapi-sapi tersebut tidak ke Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA). Masyarakat Tamangapa tidak pernah membeli sapi untuk 
berkurban di Peternakan tersebut. Untuk daging-daging yang sering 
masyarakat konsumsi, mereka tidak tahu daging dari sapi mana yang ia 
konsumsi karena pemotongan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan 
(RPH) dan didistribusikan ke pasar-pasar”. 1 
 
2) Bapak Amir, umur 28 tahun, pekerjaan Petugas Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA). 
 
“Setiap pagi hari sapi di peternakan Tamangapa datang di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) dengan langsung digiring oleh 
pengembalanya. Dan pada sore hari sapi-sapi tersebut pulang 
kekandangnya tetapi Cuma sebagian. Sapi yang tinggal di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) lebih banyak. Aturan di Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) telah mengeluarkan larangan sapi memasuki lokasi Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) tetapi pemilik sapi tersebut mengatakan bahwa 
sapi-sapinya telah ada duluan di lahan TPA sebelum TPA ada. Sapi itu 
juga diarahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk makan karena 
tidak ada lahan atau padang rumput untuk sapi-sapi tersebut makan. Sapi-
sapi tersebut adalah sapi impor”.2 
 
3) Bapak Alimuddin, pekerjaan Pengantar Sampah Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA). 
 
“Sapi yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) memakan sampah 
dan sisa-sisa makanan. Sapi-sapi tersebut sudah menuju Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) pada waktu subuh dan pulang di sore hari. 
Sapi yang pulang kekandangnya juga hanya sebagian. Banyak sapi yang 
tinggal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)”.3 
 
 
 
                                                          
1Faris (38 tahun), Ketua RW 04 Kelurahan Tamangapa Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 17 Juni 2019. 
2Amir (28 tahun), Petugas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Wawancara, Makassar, 17 Juni 
2019. 
3Alimuddin, Pengantar Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Wawancara, Makassar, 
17 Juni 2019. 
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4) Bapak Miskin H., umur 43 tahun, pekerjaan Staf Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA).  
 
“Luas lahan TPA seluas 16,8 Ha. Sapi yang berada di Tempat 
Pembuangan  Akhir (TPA) ada ratusan ekor. Pihak TPA telah 
menyampaikan larangan masuknya ternak sapi ke lokasi Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) pada papan informasi agar peternak dan 
pengembalanya sadar akan aturan tersebut. Tetapi realisasi akan aturan 
tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan pemilik sapi adalah 
warga asli Tamangapa yang telah lama menjadikan lahan TPA sebagai 
tempat untuk memberi makan sapi-sapi tersebut. Pihak TPA juga tidak 
bisa berbuat banyak dikarenakan pihak TPA takut kena imbas dari 
masyarakat sekitar. Seharusnya pemerintah kota yang dapat menegaskan 
aturan tersebut. Keberadaaan sapi-sapi tersebut juga menghambat kinerja 
TPA dikarenakan sapi-sapi tersebut mengganggu dan apabila ada sapi 
yang terkena alat berat maka pihak TPA harus membayar. Sapi yang 
tinggal di TPA lebih banyak dibanding sapi yang pulang kekandangnya 
diwaktu sore hari”.4 
 
 
5) Bapak Daeng Ngewa, pekerjaan Pengembala Sapi Tamangapa. 
 
“Sapi-sapi yang diternak ada ratusan ekor dan ada 2 jenis yaitu sapi 
Onggole dan sapi Brahman. Pemilik sapi tersebut ada 4 orang 
diantaranya bapak Daeng Lala, bapak Daeng Ngola, (sisanya tidak 
disebutkan). Pemberian makan diberikan di lokasi Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) dengan memakan sisa-sisa sayur dari pasar. Sapi-sapi 
tersebut tidak dijual untuk kurban pada hari raya Idul Adha. Sapi-sapi itu 
hanya dipotong di Rumah Pemotongan hewan (RPH) Tamangapa jika 
sapi tersebut sudah tidak menghasilkan anak. Sapi yang diternak selalu 
dikontrol oleh Dokter Hewan sehingga sampai saat ini sapi-sapinya 
masih sehat”.5 
 
 
 
                                                          
4Miskin H. (43 tahun), Staf Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Wawancara, Makassar, 25 
Juni 2019. 
5Daeng Ngewa, Pengembala Sapi Ternak Tamangapa, Wawancara, Makassar, 17 Juni 2019. 
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6) Bapak Baso (nama samaran), warga di Lingkungan Rumah Pemotongan 
Hewan (RPH). 
 
“Ternak sapi Tamangapa yang memakan sampah atau kotoran di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) jika waktu karantina dilakukan hanya 1 
minggu, sapi tersebut dagingnya busuk. Sehingga tidak ada palembara 
(pedagang yang menjual dagingnya ke pasar-pasar) yang ingin 
mengambil daging-daging tersebut. Jadi waktu karantina (pemberian 
asupan gizi yang baik) ternak sapi di Tamangapa itu 1-2 bulan untuk 
memperoleh daging yang normal. Isi perut sapi tersebut jika dipotong 
isinya ada plastik, mainan, styrofoam (kotak makanan), dll. Ini 
dikarenakan sapi tersebut memakan kotoran dan sisa makanan hotel. Sapi 
itu juga suka dengan bau biogas yang dihasilkan dari anaerobik atau 
fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia dan sapi, 
limbah domestik, dll yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
sehingga dagingnya pasti memiliki radiasi atau efek dari memakan 
kotoran atau sampah tersebut. Sapi tersebut terkadang dipotong jika telah 
cedera karena terkena alat berat, dan dalam seminggu terkadang ada 3 
ekor sapi yang dipotong dari perternakan Tamangapa. Selain itu sapi-sapi 
tersebut sering dibeli dan dipotong bila memasuki musim penghujan, ini 
dikarenakan sapi-sapi yang masuk ke Makassar dari daerah lain kurang 
sehingga sapi-sapi yang makan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Tamangapa sebagai dolusi akan kebutuhan daging kota Makassar. Yang 
jadi persoalan pemerintah sampai sekarang tidak melarang sapi-sapi 
tersebut masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) padahal mereka 
pastu tau efek yang didapatkan sapi-sapi tersebut jika memakan kotoran 
atau sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal lain yang jadi 
persoalan adalah permintaan daging yang tinggi sehingga mau tidak mau 
sapi-sapi tersebut harus dipotong untuk memenuhi permintaan pasar”.6 
 
7) Dinas Pertanian Kota Makassar. 
 
“sapi yang ada di peternakan Tamangapa itu digunakan sebagai buffer 
stock (persediaan cadangan) yang apabila dibutuhkan maka sapi tersebut 
akan dipotong. Dalam menentukan secara spesifik layak tidaknya daging 
di peternakan sapi Tamangapa Kota Makassar harus di backup dengan 
hasil penelitian secara saintis, dan itu telah dilakukan oleh beberapa 
Akademisi dari Perguruan Tinggi. Dan hasil penelitian riset tersebut 
menyatakan tidak layaknya daging dikonsumsi dari sapi yang makan di 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena kandungan dalam daging 
                                                          
6Baso (nama samaran), Warga, Wawancara, Makassar, 14 Juni 2019. 
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mengandung logam berat yang berbahaya  dan dapat membunuh 
seseorang secara perlahan dengan penyakit kanker. Sapi-sapi itu juga 
kadang dipotong tanpa sepengetahuan dari Dinas Pertanian Kota 
Makassar”. 7 
 
8) Ibu Hariyani, Pekerjaan Pengembala atau Pemilik Ternak 
 
“ Sapi yang makan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa 
kadang ada yang membelinya buat kurban di hari raya Idul Adha. Setiap 
pembeli pasti diberi tahu bahwa sapi tersebut memakan sampah dan 
kotoran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa tetapi pembeli 
terkadang menghiraukannya dan tetap membeli sapi-sapi tersebut 
dikarenakan harga yang lebh murah dan ukuran sapi yang lebih besar 
dibanding sapi yang biasanya dikurbankan atau biasa disebut dengan sapi 
kampung. Terkadang orang-orang yang membeli sapi tersebut buat 
dikurbankan adalah orang jauh dan terkadang anak pejabat sehingga ia 
kurang mementingkan kesehatan sapi tersebut. Sapi-sapi yang biasanya 
makan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa tersebut juga 
sudah ada yang sakit yang mungkin dikarenakan pemberian pakan yang 
kurang baik”.8 
 
2. Hasil Penelitian Sekunder 
Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Firdayana dalam sebuah 
Skripsi, Firdayana mengambil 25 ekor feses sapi yang diambil langsung dari 
kandang yang berada disekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa 
Kota Makassar. Dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada 3 
sampel yang positif ditemukannya telur cacing yaitu Oesophaostomum sp. 
Dan Cooperia sp. 
Cacing Oesophaostomum sp. (cacing bungkul) berparasit didalam usus 
besar. Gejala yang diakibatkan oleh cacing ini tidak begitu jelas, namun 
                                                          
7Dinas Pertanian Kota Makassar, Pegawai, Wawancara, Makassar, 21 Juni 2019. 
8Hariyani, Pengembala atau pemilik salah satu ternak sapi di Tamangapa, Wawancara, 
Makassar, 25 Juli 2019. 
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hewan menjadi kurus, kotoran berwarna hitam, lunak bercampur lendir dan 
kadang-kadang terdapat darah segar. Dalam keadaan kronis sapi 
memperlihatkan diare dengan feses berwarna kehitaman, nafsu makan 
menurun, kurus, anemia, hipoalbuminemia dan hipoproteinemia. Sedangkan, 
cacing Cooperia sp. Merupakan cacing gilig yang ditemukan di dalam usus 
halus berbagai ruminansia, terutama sapi. Gejala yang terjadi yaitu diare, 
lemah, anemia, dan ternak menjadi kurus.  
Sapi yang digembalakan di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  
Tamangapa Kota Makassar dipelihara secara semiintesinsif, dimana sapi 
digembalakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada pagi sampai sore 
dan malam harinya dikandangkan, sehingga lebih rentan terinfeksi cacing 
parasit. Cacingan pada sapi juga dapat meningkat bila mana musim penghujan 
telah tiba, ini dikarenakan lingkungan menjadi basah dan lembab .9 
 
C. Pembahasan Hasil Penelitian 
Setelah penulis melakukan penelitian data primer dan sekunder, penulis 
menemukan bahwa sapi di Peternakan Tamangapa Kota Makassar sering dipotong. 
Walaupun sapi pada peternakan tersebut tidak banyak yang membeli untuk 
dikurbankan pada saat hari raya umat Islam (Idul Adha) sebagai hewan kurban, tetapi 
sapi tersebut tetap ada yang membelinya sebagai hewan kurban. Sapi-sapi pada 
peternakan tersebut  lebih sering dipotong guna memenuhi kebutuhan pasar Kota 
Makassar. Dari hasil wawancara kepada informan menunjukkan bahwa hampir semua 
                                                          
9Firdayana, “Identifikasi Telur Cacing Parasit Pada Fases Sapi (Bos sp.) Yan Digembalakan 
di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tamangapa Makassar”. Skripsi (Makassar: Fak. Sains 
dan Teknologi UIN Alauddin, 2016), h. 45-52. 
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informan mengatakan bahwa sapi yang makan kotoran atau sampah di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar itu berbahaya untuk 
dikonsumsi.  
Hal ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian terdahulu, yang menemukan 
bahwa sapi-sapi disekitaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota 
Makassar terdapat sapi yang positif terdapat telur cacing. Hal lain dikemukakan 
dalam hasil wawancara oleh salah satu Dokter Hewan di Dinas Pertanian Kota 
Makassar yang mengatakan bahwa cacing tersebut dapat mengandung logam berat 
yang berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Mengkonsumsi daging tersebut 
dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker bagi masyarakat. Selain itu sapi-
sapi di Peternakan Tamangapa yang dipotong tanpa sepengetahuan dari Dinas 
Pertanian Kota Makassar. 
Hingga saat ini peternakan sapi di Tamangapa masih menjadikan lahan 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar sebagai tempat favorit 
pemberian makan pada sapi-sapi tersebut. Pihak dari Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) sering mengeluh karena selain mengganggu pekerja di Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA), peternak selalu meminta ganti rugi jika sapi-sapinya terluka atau mati 
dikarenakan alat berat yang beroperasi di lokasi tersebut. Pihak dari Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa sendiri telah memasang papan informasi 
terkait larangan masuknya sapi-sapi tersebut, tetapi peternak dan/ pengembala sapi itu 
masih saja memasukkan hewan ternaknya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Tamangapa. 
Banyak aturan yang tidak dijalankan dengan baik oleh pengembala dan 
peternak sapi tersebut seperti apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian 
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Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya 
Sapi Potong Yang Baik. Di dalam aturan tersebut telah sangat jelas memberikan 
arahan kepada pengembala dan peternak agar dapat mengelola hewan ternaknya 
(sapi) agar dapat memiliki daging yang berkualitas serta sehat untuk dikonsumsi oleh 
masyarakat. Tetapi pengembala sapi tersebut tak mengindahkan terkait larangan 
tersebut. Sehingga masyarakat sekitar lokasi pemberian pakan hewan ternak di 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa tersebut mengatakan bahwa 
seharusnya Pemerintah Kota Makassar yang harus turun tangan langsung untuk 
melarang peternak atau pengembala tersebut memasukkan hewan ternaknya kedalam 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  
Pemerintah Kota Makassar dalam mengatur hewan ternak di Kota Makassra 
menerbitkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Wilayah 
Bebas ternak di Kota Makassar, terdapat pasal yang menegaskan bahwa Kelurahan 
Tamangapa RW I, RW IV, RW V dan RW IV adalah wilayah tidak bebas ternak 
sehingga masyarakat dibolehkan beternak di lokasi tersebut. Tetapi walaupun 
Kelurahan Tamangapa RW I, RW IV, RW V dan RW IV tidak bebas ternak, peternak 
harus mengamankan ternaknya di dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas 
atau berkeliaran dan tidak mengganggu ketertiban umum. Larangan tersebut 
ditegaskan dalam pasal 5 Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2015 
Tentang  Wilayah Bebas Ternak di Kota Makassar, yaitu: 
 
Pemilik ternak dilarang : 
1. Memelihara, menggembalakan dan menjual hewan ternak pada wilayah 
bebas ternak; 
2. Memelihara, menggembalakan hewan ternak pada pekarangan rumah, 
taman, lapangan olahraga, dan tempat-tempat lain yang dapat 
menimbulkan kerusakan; 
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3. Melepas hewan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalanan, dan 
atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan atau kelancaran 
pemakai jalan dan ketertiban umum. 
Selain itu sanksi administrasi dalam peraturan ini terdapat dalam pasal 6 
peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Wilayah Bebas Ternak 
di Kota Makassar, yaitu: 
 
1. Setiap orang , Badan Usaha atau Badan Hukum yang melakukan 
penebusan ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Untuk Ternak Besar seperti (Kerbau, Sapi, Kuda dan Sejenisnya 
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor; dan 
b. Untuk Ternak Kecil seperti (Kambing, Domba, Babi, dan sejenisnya 
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor. 
2.  Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tidak menggugurkan ganti rugi akibat kerusankan yang ditimbulkan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b; dan 
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.10 
 
Tetapi dengan terbitnya aturan tersebut peternakan dan pengembala sapi di 
Kelurahan Tamangapa masih saja melepas ternaknya sehingga mengganggu 
ketertiban umum. Selain dari pada itu masih banyak lagi aturan yang tidak dijalankan 
dengan baik oleh pengembala dan/ peternak sapi Tamangapa, sedangkan Pihak 
Pemerintah Kota Makassar sendiri belum mempertegas aturan-aturan yang ada.  
 
D.  Faktor Penghambat dan Saran Hasil Penelitian 
1. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat dalam upaya penanganan sapi yang dapat 
terjangkit penyakit disebabkan pemberian makan yang tidak layak seperti 
                                                          
10Walikota Makassar, Peraturan Walikota Makassat Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Wilayah 
Bebas Ternak Di Kota Makassar, Pasal 5-6. 
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sampah atau kotoran yang ada di Tempat Pembuangan akhir (TPA) 
Tamangapa Kota Makassar sehingga kesehatan sapi-sapi dapat terganggu, 
yaitu: 
a) Tidak adanya bentuk implementasi aturan yang tegas 
Ini dibuktikan dengan telah adanya aturan seperti Undang-
Undang, Peraturan Menteri Pertanian, dan Peraturan Walikota yang 
mengatur peternakan sapi yang baik tetapi tidak adanya bentuk 
implementasi atau pengaplikasian aturan tersebut secara tegas. 
Sehingga peternak tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. 
b) Kurangnya sosialisasi akan aturan yang ada 
Kurangnya pengetahuan masyarakat setempat begitu pula 
peternak sapi terkait aturan yang ada sehingga perlu adanya sosialisasi 
tentang kesehatan hewan ternak (sapi) atau mekanisme pengelolaan 
ternak sapi yang baik. 
c) Tidak adanya solusi dari pemerintah setempat 
Salah satu faktor peternak tetap menggiring sapi ternaknya ke 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa yaitu tidak adanya 
solusi dari pemerintah untuk memberi lahan pakan ternak sapi yang 
baik. 
d) Pengawasan lalu lintas ternak yang masih lemah 
Kurangnya pengawasan lalu lintas ternak oleh pemerintah 
daerah sehingga masih ada saja dilakukan pemotongan sapi di 
peternakan Tamangapa Kota Makassar. 
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e) Tidak adanya ulama yang ikut serta dalam pengawasan kesehatan 
hewan kurban  
Pengawasan resmi kesehatan hewan kurban hanya dilakukan 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota melalui Otoritas Veteriner. 
f) Merusak dari segi perekonomian 
Menjadi penghambat perekonomian dikarenakan sapi-sapi 
tersebut faktor macetnya jalan raya disepanjang jalan Tamangapa-
Antang Kota Makassar. 
g) Tidak adanya lisensi dari Universitas Islam 
Sertifikat layak tidaknya hewan kurban untuk disembelih 
hanya dikeluarkan oleh pemerintah melalui Otoritas Veteriner. 
 
2. Saran Hasil Penelitian 
Adapun saran setelah penulis melakukan penelitian yaitu: 
a) Pemerintah harus tegas dalam menjalankan aturan yang berlaku; 
b) Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait kesehatan hewan 
ternak (sapi) atau mekanisme pengelolaan ternak sapi yang baik; 
c) Pemerintah harus membuatkan solusi bagi peternak sehingga peternak 
dapat taat aturan; 
d) Diperketatnya pengawasan lalu lintas ternak;  
e) Ulama adalah orang yang lebih paham mengenai aturan dalam Islam 
sehingga perlu adanya lembaga atau kelompok dari kalangan ulama 
dan/ orang yang paham betul barometer atau standar hewan kurban 
yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah guna pemotongan 
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kurban dapat sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia serta 
dalam aturan Islam;  
f) Perlu adanya tindakan dari Pemerintah Kota agar dapat 
menghilangkan kemacetan disepanjang jalan Tamangapa-Antang Kota 
Makassar; dan 
g) Dalam kegiatan atau ritual keagamaan seperti pemotongan hewan 
kurban di hari raya Idul Adha, hewan-hewan kurban harus 
mendapatkan lisensi (sertifikat) halal dan/ layak potong dari Fakultas 
Peternakan Universitas Islam Negeri. 
 
 
 60 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Standardisasi kesehatan hewan kurban dalam hukum positif dan hukum Islam 
yaitu: 
a) Standardisasi dalam hukum positif 
Dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
46/Permentan/PK.210/8/2015 Tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong 
Yang Baik, Hewan kurban haruslah sehat, tidak cacat, tidak kurus, 
berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 
(dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris, cukup umur. 
b) Standardisasi dalam hukum Islam 
Hewan yang hendak dikurbankan haruslah dalam keadaan sehat, umur 
hewan harus mencapai cukup umur (musinnah), Hewan yang hendak 
dikurbankan tidak memiliki cacat (salah satu matanya buta atau sangat 
jelas menujukkan kebutaannya, hewan tersebut pincang atau tidak mampu 
berjalan dengan normal, hewan tersebut kurus sehingga tulangnya tidak 
bersumsum, hewan tersebut sakit dan nampak jelas penyakitnya seperti 
kudis yang terlihat jelas penyakitnya). 
 
2. Kondisi sapi di Peternakan Sapi Tamangapa terdapat beberapa sapi yang 
positif mengandung telur cacing dan logam berat yang berbahaya bagi 
kesehatan hewan serta masyarakat yang mengkonsumsinya. Sapi-sapi yang 
ada di Peternakan Tamangapa selain digunakan sebagai buffer stock 
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(persediaan cadangan), sapi-sapi itu juga tetap diperjual belikan guna untuk 
menjadi hewan kurban. 
 
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 95 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 
114/Permentan/PD.410/9/2014, Peraturan Menteri Pertanian Republik 
Indonesia Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015, Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 92 Tahun 2015,  dll. telah menunjukkan bahwa Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah telah menetapkan aturan-aturan guna sapi di 
Peternakan Tamangapa sehat dan layak dikonsumsi. Namun Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah tidak tegas dalam mengimplementasikan aturan-aturan 
yang ada sehingga peternak dan pengembala masih saja memberi makan 
ternaknya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar. 
  
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 
memberikan implikasi penelitiannya sebagai berikut: 
1. Penulis telah memberikan gambaran di lokasi Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) Tamangapa Kota Makassar dimana sapi yang ada di Peternakan 
Tamangapa Kota Makassar dilepas menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Tamangapa guna mendapatkan makan bagi ternak mereka dengan tak 
mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Kota Makassar. Dengan ini penulis menyarankan peneliti 
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selanjutnya bekerja sama dengan Pemerintah Kota untuk mensosialisasikan 
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta Pemerintah Kota 
Makassar. 
2. Penelitian ini tidak dilakukan di Badan Pemeriksa Obat dan Makanan 
(BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan sampel  
terkait daging dari peternakan tersebut. Dengan ini penulis menyarankan agar 
peneliti selanjutnya mengambil sampel dari  Badan Pemeriksa Obat dan 
Makanan (BPOM) dan atau Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
3. Dengan adanya penelitian ini semoga menarik minat peneliti selanjutnya guna 
meneliti secara mendalam lagi terkait aturan-aturan dalam mengelola hewan 
ternak agar sehat dan baik dikonsumsi oleh masyarakat.  
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